
“PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP  

PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF INDONESIA” 

 

PROPOSAL SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana 

(S1) Dapartemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Universitas Negeri Padang 

 

 

 

Oleh: 

WIFA AFRIDA JUMIATI 

2021/21060194 

 

 

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN 

DAPARTEMEN ILMU EKONOMI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

2025 



 

 



 

 



 



ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesenjangan gender 

dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan distribusi konsumsi memengaruhi 

pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Ketimpangan dalam tiga sektor 

tersebut dapat memengaruhi kualitas modal manusia dan kapasitas partisipasi 

masyarakat dalam aktivitas ekonomi, sehingga berpotensi menghambat 

terwujudnya pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 

untuk mengkaji sejauh mana ketimpangan gender berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Indonesia. 

 Penelitian ini menggunakan data panel 34 provinsi di Indonesia selama 

periode 2013–2023. Variabel yang digunakan meliputi rasio keluhan kesehatan, 

rasio rata-rata lama sekolah, dan rasio pengeluaran per kapita antara perempuan dan 

laki-laki. Model dipilih berdasarkan serangkaian uji seperti Chow Test dan 

Hausman Test yang menunjukkan bahwa FEM merupakan model yang paling 

sesuai digunakan dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh spesifik 

antarprovinsi yang tidak dapat diamati secara langsung. 

 Hasil ini menunjukkan bahwa memperkecil kesenjangan gender khususnya 

dalam pendidikan, kesehatan, dan distribusi konsumsi memainkan peran penting 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Temuan ini sejalan dengan teori 

modal manusia dan kerangka pembangunan inklusif, yang menekankan bahwa 

kemajuan ekonomi yang berkelanjutan bergantung pada kesempatan yang adil dan 

partisipasi yang inklusif secara gender.  



Kata Kunci : pembangunan ekonomi inklusif, ketimpangan gender pada kesehatan, 

ketimpangan gender pada pendidikan, ketimpangan gender pada konsumsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan adalah suatu hal yang penting dan seharusnya dilakukan 

oleh semua negara. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan 

terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. 

Pembangunan ekonomi, pada mulanya hanyalah suatu strategi untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Todaro & Smith (2020) 

menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah proses yang bersifat 

multidimensi, yang mencakup perubahan besar dalam masyarakat, seperti 

transformasi struktural sosial, kelembagaan, peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, pengurangan ketimpangan, serta pengentasan kemiskinan. 

Realitasnya, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh sejumlah 

negara berkembang tidak mampu diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan, 

ketimpangan, dan pengangguran bahkan lebih buruk. Fakta tersebut mendorong 

perubahan arah pembangunan, dimana pembangunan ekonomi  seharusnya 

lebih berfokus pada kualitas dari pertumbuhan ekonomi. Pendekatan 

pembangunan yang terlalu berorientasi kepada pertumbuhan telah 

menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, berupa ketimpangan, 

kemiskinan dan kerusakan lingkungan sehingga diperlukan paradigma 

pembangunan baru yang lebih bersifat inklusif. 
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Klasen (2010) mendefinisikan pembangunan inklusif adalah 

pembangunan dan pertumbuhan yang menghendaki adanya partisipasi dari 

semua pihak agar secara adil berperan untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi, sehingga ketika perekonomian tumbuh, maka akan 

diikuti oleh penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. 

Indonesia sendiri sebenarnya sudah memikirkan bahwa paradigma 

pertumbuhan ekonomi di masa depan tidak hanya difokuskan pada 

pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus memperhatikan pembangunan yang 

inklusif. Indeks pembangunan/Pertumbuhan inklusif yang telah dikeluarkan 

berbagai instusi internasional, dirasa kurang mencerminkan tujuan 

pembangunan Indonesia secara spesifik karena tidak adanya fokus kepada isu 

ketimpangan (gender, wilayah dan pendapatan) dan beberapa indikator 

pembangunan Indonesia lainnya (Bappenas, 2019).  

Indonesia, melalui Bappenas, kemudian mendefinisikan pembangunan 

ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan 

kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, 

meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan 

wilayah. Untuk itu pula, pemerintah Indonesia melalui Bappenas telah 

mengeluarkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada tahun 2019 yang 

dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang fokus 

untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif.  

Indeks Pembanguna Ekonomi Inklusif (IPEI) dibentuk untuk mengukur 

tingkat inklusif dari Pembangunan di Indonesia melalui 3 aspek yaitu 
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pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta terakhir akses dan 

kesempatan dan dapat membandingkan tingkat inklusivitas antar 

provinsi/kabupaten/ kota sehingga dapat ditentukan arah kebijakan yang tepat 

untuk setiap provinsi dan keselarasannya dengan tingkat nasional. Indeks 

terbentuk dari 21 indikator, 8 sub pilar, dan 3 pilar. Pilar pertama adalah 

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Adapun pilar kedua adalah 

pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Sementara pilar ketiga 

merupakan perluasan akses dan kesempatan. Adapun pengukuran IPEI 

menghasilkan skala nilai pada rentang 1-10, di mana nilai 1-3 merupakan 

kategori “tidak memuaskan”. Kategori ini menunjukkan bahwa kualitas 

pembangunan ekonomi di wilayah tersebut masih sangat rendah. Terdapat 

ketimpangan signifikan dalam distribusi manfaat pembangunan, dan akses 

terhadap kesempatan ekonomi masih sangat terbatas bagi sebagian besar 

masyarakat. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dan intervensi kebijakan 

yang mendalam untuk memperbaiki situasi. Nilai 4-7 merupakan kategori 

“memuaskan”. Nilai dalam rentang ini menunjukkan bahwa pembangunan 

ekonomi di wilayah tersebut telah mencapai tingkat yang cukup baik. Meskipun  

ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, secara umum, masyarakat memiliki 

akses yang lebih baik terhadap kesempatan ekonomi, dan ketimpangan mulai 

berkurang. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan agar mencapai tingkat 

pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Nilai 8-10 merupakan kategori 

“sangat memuaskan”. Kategori ini mencerminkan bahwa pembangunan 

ekonomi di wilayah tersebut telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. 



4 
 

 

Terdapat pemerataan yang signifikan dalam distribusi manfaat pembangunan, 

dan hampir seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap 

kesempatan ekonomi. Wilayah dengan skor ini menunjukkan keberhasilan 

dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Tabel 1.1  Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia  Tahun 2013-

2023 

 
Sumber: BAPPENAS, 2023 

Pembangunan ekonomi inklusif Indonesia menurut Provinsi pada 2013–

2023 megalami perubahan tiap tahunya. Jumlah provinsi dengan tingkat 

inklusifitas yang berada diatas rata – rata inklusifitas nasional berjumlah 17  

provinsi yang sebagian besarnya berada di Indonesia bagian barat dan tengah 

yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, 

Dki Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, 

No.  Nama Provinsi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Aceh 4,68       4,78       4,87       5,38       5,56       5,53       5,74       5,46       5,73       5,88       6,02 5,42      

2 Sumatera Utara 5,42       5,69       5,82       5,99       6,12       6,07       6,34       5,95       6,34       6,60       6,67 6,09      

3 Sumatera Barat 5,31       5,47       5,72       6,00       5,98       5,93       6,15       5,67       6,17       6,38       6,45 5,93      

4 Riau 5,05       5,16       5,21       5,50       5,66       5,70       5,86       5,67       6,19       6,32       6,46 5,71      

5 Jambi 5,12       5,17       5,21       5,40       5,51       5,64       5,76       5,43       5,87       6,02       6,03 5,56      

6 Sumatera Selatan 5,02       5,05       5,38       5,67       5,83       5,70       5,87       5,55       5,97       6,14       6,31 5,68      

7 Bengkulu 4,97       5,21       5,30       5,51       5,54       5,51       5,75       5,52       5,95       6,12       6,19 5,60      

8 Lampung 5,03       5,13       5,26       5,44       5,64       5,59       5,84       5,48       5,95       6,11       6,24 5,61      

9 Bangka Belitung 5,59       5,67       5,96       6,24       6,20       6,18       6,23       5,83       6,49       6,75       7,00 6,19      

10 Kepulauan Riau 6,02       5,96       6,35       6,36       6,34       6,44       6,58       6,18       6,66       6,75       6,95 6,42      

11 DKI Jakarta 6,56      6,71      7,00      7,26      7,36      7,66      7,88      7,19      7,79      7,93      7,94 7,39      

12 Jawa Barat 5,28       5,45       5,69       5,89       5,96       6,03       6,18       5,63       6,02       6,27       6,22 5,87      

13 Jawa Tengah 5,60       5,77       5,95       6,14       6,34       6,26       6,51       6,01       6,43       6,58       6,64 6,20      

14 DI Yogyakarta 6,08       6,20       6,22       6,39       6,50       6,50       6,69       6,13       6,63       6,63       6,71 6,43      

15 Jawa Timur 5,59       5,73       5,73       5,99       6,11       6,13       6,37       5,93       6,31       6,47       6,52 6,08      

16 Banten 5,16       5,19       5,34       5,57       5,59       5,60       5,95       5,48       6,09       6,31       6,39 5,70      

17 Bali 6,20       6,29       6,54       6,75       6,54       6,64       6,82       5,60       6,23       6,82       7,04 6,50      

18 Nusa Tenggara Barat 4,87       4,98       5,73       5,57       5,32       5,04       6,00       5,71       6,06       6,30       6,19 5,61      

19 Nusa Tenggara Timur 4,06       4,24       4,26       4,57       4,80       4,82       4,97       4,65       5,24       5,48       5,63 4,79      

20 Kalimantan Barat 4,66       4,78       4,96       5,22       5,18       5,31       5,55       5,27       5,79       5,96       5,99 5,33      

21 Kalimantan Tengah 5,03       5,17       5,51       5,63       5,82       5,74       5,97       5,59       6,12       6,30       6,41 5,75      

22 Kalimantan Selatan 5,33       5,47       5,67       5,97       6,01       5,92       6,14       5,75       6,24       6,32       6,49 5,94      

23 Kalimantan Timur 5,54       5,33       5,72       5,85       6,04       5,96       6,22       5,77       6,24       6,47       6,79 5,99      

24 Kalimantan Utara 5,26       5,37       5,45       5,67       5,88       6,04       6,17       5,55       6,22       6,37       6,54 5,87      

25 Sulawesi Utara 5,17       5,32       5,58       5,74       5,83       5,78       6,16       5,65       6,15       6,45       6,41 5,84      

26 Sulawesi Tengah 4,76       4,77       5,36       5,41       5,44       5,38       5,72       5,86       6,41       6,77       6,81 5,70      

27 Sulawesi Selatan 5,13       5,32       5,42       5,57       5,73       5,77       6,04       5,56       6,11       6,34       6,31 5,76      

28 Sulawesi Tenggara 4,86       4,95       5,23       5,55       5,64       5,53       5,81       5,50       6,02       6,19       6,33 5,60      

29 Gorontalo 4,45       4,69       4,80       5,19       5,15       5,26       5,57       5,25       5,61       5,70       5,75 5,22      

30 Sulawesi Barat 4,49       4,77       4,82       5,14       5,17       5,12       5,43       4,99       5,67       5,70       6,06 5,21      

31 Maluku 4,25       4,57       4,76       5,02       5,13       5,12       5,44       5,09       5,63       5,85       5,95 5,17      

32 Maluku Utara 4,62       4,66       4,93       5,25       5,28       5,29       5,42       5,42       6,30       6,78       6,82 5,52      

33 Papua Barat 4,12       4,27       4,52       4,84       4,91       5,18       5,32       5,01       5,19       5,47       5,84 4,97      

34 Papua 2,60      2,78      3,03      3,33      3,44      3,66      3,22      3,58      4,14      3,84      4,04 3,42      

5,11       5,24       5,42       5,66       5,76       5,77       5,97       5,54       6,00       6,13       6,17 5,71      Indonesia
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Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan 

Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Sedangkan provinsi 

dengan tingkat inklusifitas dibawah rata – rata indonesia yaitu berjumlah 17 

provinsi yang dominan berada di indonesia bagian timur yaitu, Aceh, Jambi, 

Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Timur, Nusa 

Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 

Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara,  Papua Barat dan Papua. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara umum provinsi-provinsi di 

Indonesia berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta 

memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi. Walaupun 

masih ada kendala seperti belum bisa di katakan inklusif, ketimpangan antar 

wilayah dan disparitas pendapatan, pencapaian ini menunjukkan kemajuan 

yang berarti dalam usaha mencapai pembangunan yang inklusif.  ini juga 

menjadi fondasi penting untuk memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di 

tingkat daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil 

dan merata serta juga  perlu adanya upaya dalam peningkatan perekonomian 

inklusif.  

Provinsi yang memiliki rata rata tingkat inklusifitas yang tinggi yaitu 

DKI Jakarta dengan tingkat inklusifitas yang berada di atas rata – rata dari 

provinsi – provinsi lain di Indoneisa setiap tahunnya yaitu pada tahun 2013 

sebesar 6,56, pada tahun 2014 sebesar 6,71,  pada tahun  2015 sebesar 7,00, 

pada tahun 2016 sebesar 7,26,  pada tahun 2017 sebesar  7,36, pada tahun 2018 

sebesar 7,66,  pada tahun 2019 sebesar 7,88  pada tahun 2020 sebesar 7,19  pada 
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tahun 2021 sebesar 7,79 pada tahun 2022 sebesar 7,93,  pada tahun 2023 

sebesar7,94 dan masuk kedalam kategori memuaskan. Pencapaian nilai 

memuaskan inklusivitas pertumbuhan ekonomi di provinsi DKI Jakarta 

dikarenakan provinsi ini memiliki potensi sumber daya yang cukup besar 

memiliki pilar pertumbuhan yang baik, pemerataan pembangunan yang merata 

berbeda dengan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah dan juga 

tidak didukung dengan pemerataan pembangunan seperti Provinsi Papua 

dengan tingkat inklusifitas terendah di indonesia berdasarkan provinsi dengan 

rata – rata tingkat inklusifitas 3,42 setiap tahunnya Pembangunan ekonomi 

inklusif Papua menggalami peningkatan walaupun masih dibawah target 

nasional. Pada tahun 2013, sebesar 2,60, pada tahun 2014 sebesar 2,78, pada 

tahun 2015 sebesar 3,03, pada tahun 2016 sebesar 3,33, pada tahun 2017 sebesar 

3,44, pada tahun 2018 sebesar 3,66, pada tahun 2019 sebesar 3,22, pada tahun 

2020 sebesar 3,58, pada tahun 2021 sebesar 4,14, pada tahun 2022 sebesar 3,84, 

pada tahun 2023 sebesar 4,04, dan masuk kategori tidak memuaskan. Kategori 

tidak memuaskan ini berarti bahwa pembangunan ekonomi inklusif di daerah 

tersebut masih sangat terbatas dan belum mampu memberikan akses yang 

cukup merata kepada masyarakat terhadap peluang ekonomi, sehingga 

ketimpangan sosial dan ekonomi masih tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya 

intervensi yang lebih serius dan terfokus untuk memperbaiki pemerataan 

pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah 

tersebut.   
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Ketimpangan gender salah satu permasalahan yang selalu dihadapi 

seluruh negara di dunia, terutama di Indonesia.  Ketimpangan gender 

merupakan kondisi dimana adanya gap atau ketidaksetaraan dalam struktur 

sosial masyarakat. Komitmen tentang pengarustamaan gender terlihat melalui 

diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Strategi ini 

mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan kebijakan dan 

program pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Meski ada 

kemajuan dalam mencapai kesetaraan, kenyataan menunjukkan bahwa 

diskriminasi gender masih terjadi di berbagai aspek kehidupan.  

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

menyatakan bahwa ketimpangan gender dapat diamati melalui nilai Indeks 

Pembangunan Gender (IPG). IPG mengukur rasio antara IPM perempuan dan 

laki-laki, dengan rentang nilai 0-100 persen. Semakin tinggi nilai IPG, semakin 

kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Untuk 

mengetahui ketimpangan gender maka kesenjangan nilai IPG dapat digunakan.  

Dengan demikian, jelas bahwa pengurangan ketimpangan gender 

merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan seperti yang 

dicanangkan oleh UNDP. Dengan demikian, Indeks pembangunan gender 

(IPG) penting untuk diintegrasikan sebagai tolak ukur keberhasilan 

pembangunan. Indeks pembangunan gender menggabungkan tiga dimensi yaitu 

kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan dalam aspek pembangunan. 
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Menurut laman resmi Badan Pusat Statistik (2017) Indonesia, Badan 

Pusat Statistik mendefinisikan keluhan kesehatan sebagai gangguan terhadap 

kondisi fisik (sesak nafas, panas, diare, sakit kepala, penyakit kronis dan akut, 

gangguan kesehatan karena kecelakaan) maupun jiwa (depresi, gelisah, 

ketakutan, trauma, skizofrenia), termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang 

menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari yang dilaporkan kepada 

layanan kesehatan.  

Jika ketimpangan gender pada sektor kesehatan meningkat maka IPEI 

dapat menurun, dan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak inklusif.  

Dengan demikian keluhan kesehatan, dapat dijadikan untuk melihat 

ketimpangan gender dalam aspek kesehatan dengan meningkatkan kesetaraan 

gender diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif.  

 

Gambar 1.2 Rasio Keluhan Kesehatan dan Indeks Pembangunan 

Ekonomi Inklusif  di Indonesia, 2013-2023 

       Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 

Dalam gambar 1.2, Rasio keluhan kesehatan menggambarkan 

perbandingan persentase penduduk perempuan yang melaporkan mengalami 

keluhan kesehatan dibandingkan dengan laki-laki. Rasio Persentase Penduduk 
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yang mempunyai Keluhan Kesehatan perempuan/laki-laki di Indonesia 

mengalami fluktuasi tiap tahunnya dari 2013-2023. Dimana nilai Rasio KS >1 

menandakan bahwa keluhan kesehatan lebih tinggi dialami oleh perempuan, 

yang dapat mencerminkan adanya ketimpangan dalam aspek akses, layanan, 

atau kondisi kesehatan gender. Perempuan secara konsisten melaporkan 

keluhan kesehatan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dimulai dari angka 

1,05 pada tahun 2013, Rasio KS meningkat secara signifikan hingga mencapai 

angka tertinggi sebesar 1,144 pada tahun 2022. Setelah itu, terjadi sedikit 

penurunan pada tahun 2023 menjadi 1,13. Tahun 2014 mencatatkan Rasio KS 

terendah yaitu sebesar 1,05. Pada tahun yang sama, IPEI tercatat sebesar 5,24. 

Nilai Rasio KS yang mendekati 1 menunjukkan bahwa pada periode tersebut 

ketimpangan keluhan kesehatan antara perempuan dan laki-laki relatif kecil. 

Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek kesehatan gender, di 

mana meskipun pembangunan ekonomi inklusif meningkat, kesetaraan akses 

layanan dan hasil kesehatan antara perempuan dan laki-laki masih belum 

optimal. 

 Ini dapat diinterpretasikan bahwa akses dan kondisi kesehatan antara 

gender berada dalam kondisi yang hampir setara. Pada tahun 2022 terdapat 

permasalahan. Dimana saat Rasio Persentase Penduduk yang mempunyai 

Keluhan Kesehatan perempuan/alaki-laki mengalami peningkatan tinggi  justru 

pembangunan ekonomi inklusif mengalami peningkatan, hal ini bertolak 

belakang dengan teori yang berlaku sehingga munculah sebuah fenomena yang 

akan penulis teliti dalam penelitian ini. 
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Usman & Lestari (2018) mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi 

perempuan dalam kehidupan ekonomi disebabkan oleh adanya perbedaan 

dalam pendidikan. Jika kesetaraan gender dalam pendidikan tidak tercapai, 

maka partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi akan terus 

terhambat. Kesenjangan capaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan 

sejalan dengan teori Modal Manusia, yang menyatakan bahwa perempuan 

memperoleh modal manusia yang lebih sedikit atau berbeda dibandingkan laki-

laki. Perbedaan ini menyebabkan perempuan menerima upah yang lebih rendah 

daripada laki-laki (Laili & Damayanti, 2018).  

Rasio Rata -rata Lama Sekolah (RRLS) perempuan/laki-laki. 

merupakan perbandingan antara pencapaian penduduk perempuan terhadap 

laki-laki terhadap pecapaian pendidikan yang ditempuh.  Penurunan dari Rasio 

rata-rata lama sekolah akan menghambat peluang untuk meraih pendidikan 

yang layak. Sehingga Penurunan mencerminkan peningkatan ketimpangan 

gender dan begitu juga sebaliknya. Jika ketimpangan gender meningkat maka 

IPEI dapat menurun, dan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak 

inklusif.  Dengan demikian RRLS, dapat dijadikan untuk melihat ketimpangan 

gender dalam aspek pendidikan dengan meningkatnya RRLS diharapkan dapat 

meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif.  
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Gambar 1.3 Rasio Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pembangunan 

Ekonomi Inklusif di Indonesia 2013-2023 

        Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 

Rasio Rata-rata Lama Sekolah (RRLS)  menggalami peningkatan setiap 

tahunnya, hal ini mencerminkan bahwa kesenjangan pendidikan antara 

perempuan dan laki-laki semakin mengecil. Peningkatan rasio ini menunjukkan 

adanya kemajuan dalam hal kesetaraan gender di sektor pendidikan, di mana 

perempuan semakin mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan laki-

laki. Pada gambar 1.3, RRLS tertinggi  pada tahun 2023 sebesar 0,93 diiringi 

dengan IPEI pada tahun 2023 sebesar 6,17 yang masuk kedalam kategori 

memuaskan yang berarti kesetaraan gender hampir tercapai dan diikuti dengan 

pembangunan yang inklusif. Rasio rata-rata lama sekolah terendah terjadi pada 

tahun 2018 sebesar 0,90 diiringi dengan IPEI pada tahun 2018 sebesar 5,77 dan 

masuk kedalam kategori memuaskan, angka ini hampir mencapai kesetaraan 

gender namun masih perlu adanya upaya perbaikan agar tercapai secara merata, 

sehingga ketimpangan gender pada pendidikan bisa dihilangkan. Pada tahun 

2020  terdapat permasalahan. Dimana saat Rasio Rata-rata Lama Sekolah 

mengalami peningkatan justru pembangunan ekonomi inklusif mengalami 
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penurunan begitu juga sebaliknya, hal ini bertolak belakang dengan teori yang 

berlaku sehingga munculah sebuah fenomena yang akan penulis teliti dalam 

penelitian ini. 

Rendahnya partisipasi penduduk terhadap pendidikan akan 

menghambat produktivitas tenaga kerja.  Rendahnya produktivits angkatan 

kerja akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional.  Ketimpangan gender 

dalam ketenagakerjaan dapat mengurangi rata-rata angkatan kerja karena 

adanya pembeda atau kesenjangan upah yang dialami oleh perempuan dan hal 

ini berefek menghambat pertumbuhan ekonomi (Pervaiz et al., 2012. 

Ketimpangan ini tidak hanya memengaruhi struktur ketenagakerjaan, tetapi 

juga tercermin dalam pengeluaran per kapita antara perempuan dan laki-laki. 

Perempuan yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan 

formal cenderung memiliki daya beli yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. 

Hal ini menyebabkan pengeluaran per kapita perempuan lebih kecil, yang 

berdampak pada tingkat kesejahteraan individu secara keseluruhan. 

Ketimpangan ini dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi antar 

gender, sehingga memperlambat upaya pencapaian pembangunan ekonomi 

yang inklusif dan berkeadilan. 

Pengeluaran perkapita adalah komponen yang dipakai untuk menilai 

status kondisi pembangunan manusia suatu wilayah dan memperlihatkan 

gambaran tingkat daya beli PPP (Purchasing Power Parity) masyarakat 

(Yunita, 2012). Dengan meningkatnya Pengeluaran perkapita maka ini dapat 

menjadi usaha atau strategi sebagai upaya meningkatkan laju Pembangunan 
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ekonomi yang inklusif. Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator 

yang mencerminkan secara langsung hasil dari pembangunan ekonomi. Di 

Indonesia, indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan 

masyarakat, serta menunjukkan sejauh mana individu mampu memenuhi 

kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif, 

pengeluaran per kapita tidak hanya merepresentasikan pola konsumsi, tetapi 

juga mencerminkan distribusi manfaat pembangunan di antara berbagai 

kelompok masyarakat, termasuk perbedaan berdasarkan gender. 

 

Gambar 1.5 Rasio Pengeluaran Perkapita dan Indeks Pembangunan 

Ekonomi Inklusif di Indonesia 2013-2023 

Pada gambar 1.5, diketahui bahwasanya Rasio Pengeluaran Perkapita 

perempuan terhadap laki-laki menggalami kenaikan dan penurunan di satu 

waktu. Namun pada gambar 1.5 dapat disimpulkan bahwa pengeluaran 

perkapita didominan kan oleh laki-laki, hal ini berarti ketimpangan gender pada 

sektor konsumsi masih belum setara. Pada tahun 2015, RPP tertinggi sebesar 

0,60 yang berarti pengeluaran perkapita perempuan hanya 60% dari 

pengeluaran laki-laki 100%, hal ini masih jauh dari kesetaraan gender, diiringi 
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dengan IPEI sebesar 5,42 yang masuk kedalam kategori memuaskan. RPP 

terendah terjadi pada tahun, 2021, 2022 dan 2023 sebesar 0,5, hal ini 

memperburuk ketimpangan gender pada konsumsi. Pada data RPP dapat 

disimpulkan bahwa ketimpangan gender pada sektor ekonomi masih cukup 

tinggi. Dimana pengeluaran perkapita perempuanjauh dibawah pengeluaran 

perkapita laki-laki. Pada tahun 2017, 2020 dan 2021 terdapat permasalahan. 

Dimana saat Rasio Pengeluaran Perkapita mengalami penurunan justru 

pembangunan ekonomi inklusif mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya, 

hal ini bertolak belakang dengan teori yang berlaku sehingga munculah sebuah 

fenomena yang akan penulis teliti dalam penelitian ini. 

Sebagaimana terdapat di dalam penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Nadila Dwi Adika & Farida Rahmawat menunjukan dalam penelitiannya 

bahwa variabel ketimpangan gender di bidang kesehatan dengan indikator 

Angka Harapan Hidup laki-laki dan perempuan (AHH), variabel pendidikan 

dengan indikator Rata- Rata Lama Sekolah laki-laki dan perempuan (RLS) dan 

Pengeluaran Perkapita dari perempuan akan berpengaruh pada IPEI daripada 

AHH, RLS dan Pengeluaran Perkapita dari laki-laki (Adika &  Rahmawat, 

2021).  

Beberapa temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Lawanson & Umar 

(2019), yang menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan dan 

pekerjaan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan 

ekonomi inklusif.  Beberapa penelitian sebelumnya di Indonesia telah mengkaji 

pengaruh ketimpangan gender terhadap pembangunan ekonomi, namun para 
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peneliti tersebut belum fokus pada aspek keinklusifan dari pembangunan 

ekonomi tersebut dan masih terbatasnya referensi yang membahas pengaruh 

ketimpangan gender terhadap pembangunan ekonomi inklusif. 

Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara kesetaraan 

gender dalam berbagai aspek dan ekonomi inklusif secara mendalam untuk 

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan latar belakang ini, 

penelitian atau kajian dengan judul “Pengaruh Ketimpangan Gender 

terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia" menjadi relevan 

untuk dilakukan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dilatar belakang, maka permasalahan yang akan 

dipecahkan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sejauh mana pengaruh  Ketimpangan gender pada kesehatan (GL) terhadap 

indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia ? 

2. Sejauh mana pengaruh Ketimpangan gender pada pendidikan (GE) 

terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia ? 

3. Sejauh mana pengaruh Ketimpangan gender pada konsumsi (GC) terhadap 

indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia ? 

4. Sejauh mana pengaruh  Ketimpangan gender pada kesehatan, Ketimpangan 

gender pada pendidikan, Ketimpangan gender pada konsumsi terhadap 

indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan gender pada kesehatan terhadap 

indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh  Ketimpangan gender pada pendidikan 

terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan gender pada konsumsi terhadap 

indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan gender pada kesehatan, 

Ketimpangan gender pada pendidikan, Ketimpangan gender pada 

konsumsi terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. 

D. Manfaaat Penelitian 

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana 

Ekonomi (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Dapartemen 

Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang 

serta untuk menambah wawasan penulis dalam pembuatan karya ilmiah. 

2. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan 

pengetahuan dan wawasan mengenai kesetaraan  gender dan pembangunan 

ekonomi inklusif di Indonesia.  

3. Bagi pengambilan kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam menghadapi masalah indeks pembangunan ekonomi 

inklusif di Indonesia. 
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4. Bagi peneliti lebih lanjut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

dan bahan acuan untuk meneliti mengenai kesetaraan gender dan 

pembangunan ekonomi inklusif.  

5. Bagi mahasiswa dan kalangan akademik, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi akademis bagi pembaca dalam pembelajaran.
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BAB V    

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan Stata 

14, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Rasio keluhan kesehatan perempuan terhadap laki-laki (GH) yang lebih 

tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan terlibat secara 

partisipatif dalam sistem kesehatan, yang mencerminkan responsivitas 

sistem pembangunan terhadap kelompok rentan. Rasio keluhan kesehatan 

berpengaruh pisitif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi 

inklusif. Hal ini sejalan dengan kerangka teori pembangunan inklusif dan 

human capital theory dari Becker dan Schultz, yang menekankan 

pentingnya akses yang merata dalam layanan kesehatan untuk peningkatan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

2. Rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki (GE) juga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi 

inklusif. Temuan ini memperkuat pandangan Todaro dan teori modal 

manusia bahwa peningkatan kualitas pendidikan, khususnya bagi 

perempuan, dapat memberikan efek berantai terhadap kualitas sumber daya 

manusia, produktivitas, dan pengurangan ketimpangan antar gender dalam 

jangka panjang.  

3. Rasio pengeluaran per kapita perempuan terhadap laki-laki (GC) sebagai 

indikator akses konsumsi juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan
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terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Meskipun angka ketimpangan  

dalam pengeluaran masih tinggi secara absolut, peningkatan rasio 

konsumsi perempuan di beberapa wilayah berdampak langsung pada 

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Temuan ini mendukung teori 

human investment, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas 

ekonomi individu dalam menciptakan multiplier effect terhadap 

pembangunan. 

4. Ketimpangan gender dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan konsumsi 

memiliki pengaruh yang Negatif dan signifikan terhadap pembangunan 

ekonomi inklusif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini secara 

keseluruhan membuktikan bahwa ketimpangan gender memiliki kontribusi 

nyata terhadap pencapaian pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di 

Indonesia. 

B. Saran 

1. Melihat terdapat pengaruh ketimpangan gender pada kesehatan terhadap 

pembangunan ekonomi inklusif disarankan kepada pemerintah agar dapat 

merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan 

ekonomi secara inklusif untuk semua merasakan tanpa terkecuali baik 

perempuan maupun laki-laki.  

2. Melihat terdapat pengaruh ketimpangan gender pada pendidikan, terhadap 

pembangunan ekonomi inklusif  disarankan kepada pemerintah agar dapat 

merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan 
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ekonomi secara inklusif untuk semua merasakan tanpa terkecuali baik 

perempuan maupun laki-laki. 

3. Melihat terdapat pengaruh ketimpangan gender pada konsumsi terhadap 

pembangunan ekonomi inklusif  disarankan kepada pemerintah agar dapat 

merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas ekonomi secara 

inklusif untuk semua merasakan tanpa terkecuali baik perempuan maupun 

laki-laki 

4. Pengumpulan dan publikasi data yang lebih terpilah menurut jenis kelamin 

secara rutin dan komprehensif sangat penting untuk memantau 

perkembangan ketimpangan gender dan dampaknya terhadap 

pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.
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